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BABI 
:J 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, 

dimana seluruh sektor pembangunan terns ditingkatkan. Dalam pembangunnn ini 

terjadi proses perubahan dari negara agrari s menuju negara ind ustri. Denga 11 

pembangunan juga diupayakan aga1 dapat meningkatkan pendapatan negara dan 

pen<lapatan masyarakat melalui industri yang menghasilkan produk-produk ckspu!· 

dan dapat menampung tenaga kerja da1am jum]ah yang <;ukup besar. Semakj n bcs:~r 

industri tersebut semakin besar pula te:naga kerj a yang dapat ditampung. 

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pernbang umi!l 

tidak terlepas dari peran tenaga kerja yang ada di sektor-sek.1:or industri. Dan a ~rn; 

tenaga kerja tersebut dapat beke1ja dengan baik, tenang dan arnan dilingkungan 

kerjanya, maka tenaga tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Salah saw 

bentuk perlindungan hukum bag! pekerja adalah jaminan sosial tenaga kerja ~cix· r : i 

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tangga:, i 7 Februari 1992 j ug:~ 

perlindungan hukum lain sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No rnnr 2 ', 

tahun 1997 tanggal 3 Oktober 1997 terJtang ketenagakerjaan seperti jaminan upah 

yang memadai dan jaminan Jain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peku y .1 

serta j am inan tidak dilakukan pemutusan hub ungan ke~ja (PHK) secara sernena-m crn: 

okh. perusahaan. 

Sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut d! atas, PT Chakrn 

Compact Aluminium sebagai obyek studi kasus merupakan sebuah industri yang 

'i 
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berorentasi ekspor dan menampung banyak tenaga keija, dirnana dal arn 

op2rasionalnya perusahaan tersebut b~rus.aha untuk selalu memberikan perlindungan 

I 

hukum kepada seluruh tenaga kerjanya. Sebab perusahaan yakin dengan adanya 

perlindungan hukum tersebut para pekerja dapat memusatkan perhatiannya kepada 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga has il perusahaan pun dapal 

optimal . 

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari 

peran tenaga kerja yang ada di sektor-sektor industri. Agar tenaga ker:ja tersebut dapat 

bekerj a dengan baik, tenang dan aman di lingkungan kerjanya, rnaka tenag~ ke rja 

tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlind unga11 

hukum bagi pekerj a adalah jamir..an sosial tenaga kerja seperti tersebut d::1 lam 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tanggal 17 Febrnari 1992 dan perli ndungan 

huh!m lain sebagairnana dilifaikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 

tanggal 3 Oktober 1997 tentang Ketenaga kerjaan seperti _i aminan upah yang 

\ 

mcmadai dan j aminan lain dalam rangka meni ngkatkan kesejahteraan pekerj a scna 

jaminan tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PBJ( ) secara semena-mena olch 

perusahaan. 

Perl indungan hukum tersebut membuat para pekerja dapat memusatkan 

perhatiannya kepada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga ha5il 

perusahaan pun dapat optimal. 

Sebuah proses industri akan berjalan apabila telah terdapat unsur-uns ur yang 

mernungkinkan terl aksananya kegiatan industri, seperti adanya pengusaha sebaga1 

pemi lik modal dan pekerja yang akan melaksanakan apa yang mcnjadi. bidans 

i. I 
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garapan industri tersebut. Dalam kaitannya ini pengusaha dan pekerja aK:an sa l i11~ 

bekerja sama untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan industri rnelalui hubungan 

kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang disebut perjanjian.kerj a. 

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan surat pengangkatrtn 

oleh pihak pengusaha atau secara tertulis, yaitn dengan membuat surat perjanj ian 

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Akan tetapi lebih berrnanfaat apabil a 

perjanjian kerja dibuat secara tertulis karena dapat dinyatakan rumusan tertentu 

secara tegas dan jelas. Sehingga dengan makin tegas dan je1asnya rumusan 

pemyataan kedua belah pihak akan timbul kepastian dan terhinclar dari keragu

raguan. Begitu pu1a perjanjian kcrja tertulis akan sangat bermanfaat sebagai ta nda 

bukti tertulis bila terjadi pcrselisihan. 

Selain perjanjian kcrja KUH Perdata mengatur pula ketentuan-kete11tua11 

tentang suatu bentuk pcraturan yang rnemuat syarat-syarat ker:ja bagi kelompo k/par,, 

pekerja yang disehut dengan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaa n ini 

cli maksuclkan sebagai perpanjangan (Verlengstruk) dari semua perjanjian kerJa yang 

terpisah, yang berl aku untuk semua pekerja yang melakukan hubungan kerja denga:1 

seorang pengusaha. 

Keselamatan kerja mernpakan hal yang penting dan perl u cliperhatikan clala111 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. Karena tidak ada pekerja yang bersedia melakub111 

pekerjaan apabila dalam pekerjaan tersebut terdapat bahaya yang meengancam 

keselamatan dirinya. Tentang keselamatan ke1ja ini secara umum diuraikan puda 

Pasal 1602 w KUH Perdata yang mewajibkan pengusaha untuk mengatu r da11 

memelihara ruangan, alat clan perkakas, di~nana atau dengan mana ia menyuru h 
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pekerja untuk melakukan pekerjaan yang sedemikian rupa sehingga peke1:j<1 

terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanyu 

sepanjang karena terlindung dari bahaya yang rnengancam badan, kehormatan 

tersebut sudah selayaknya diperlukan. 

Tujwm pekerJa melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasiiaan 

yang cukup intik membiayai kehidupan dirinya atau bila ia sudah berkeluarg<i 

bersama keluarganya, yaitu kehidupan yang ~ ayak bagi kemanusiaan. Ini bcr~uti 

adanya keharusan w1tuk melakukan pekerjaannya, makaa ia berhak atas penghasil a11 

atau upah dari pengusaha untuk kelangsungan hidupnya. Dengan dem iki2. [1 upah 

adalah pernbayaran yang ditedma pekerja dari pengusaha selama ia rnelakuk2H1 

pekerj aan atau dipandang melakukan pekerjaan. 

'• 
Kesejahteraan adalah sala.h satu faktor yang menjadi perhatian PT Chah.ra 

Compact Aluminiurn untuk meningkatka.n produktivitas tenaga kerjanya. Untuk 

mencapai hal itu pemenuhan kebutuhan hidup merupakan sarana yang terpent ing 

Upaya yang dilah1kan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pek..::r ja 

adalah dengan memberikan upah/gaji yang mernadai yang di dalamnya terdapat 

unsur-unsur sebagai be1ikut : 

Gaji /Upah 

Uang transportasi , bagi pekerja yang tidak disediakan alat transportasi yang 

mengantar dan menjemput pekerja ke dan dari tempat kerja . 

Uang makan . 

Khusus uang transportasi dan uang! makan diperhitungkan secara ha rian dirnana 

pekerja yang bersangkutan masuk kerja. Jadi apabila dalam satu bulan, pekerj a tided~ 

-l 
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permh masuk kerja dengan alasan apapun, maka uang transportasi dan uang makan 

akan dipotong sesuai jumlah hari dimana yang bersangkutan absen. 

Sebagairnana diketahui bahwa pengusaha wajib melaksanakan 'ketentuan 

waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di samping ada nya 

kese pakatan dengan pekerja tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Dengan adanya 

waktu kerja dan waktu istirahat yang jeJas akan menjadi jelas pula kapan saatnya 

bekerja dan kapan saatnya istirahat. Waktu kerja adalah waktu dimanr. pekerj a 

melaksanakan kewajibannya yaitu bekerja, sedangkan waktu istirahat adalah hak 

pekerja untuk berhenti sementara dari kegiatan pekerjaan. Waktu istirahat i ni _pen ting 

bagi pekerja untuk rnemulihkan tenaga setefah beberap<:t saat 111 1?.faksa.nakan pekerjaan 

dan memberi kesempatan kepada pekerja untuk rnelakukan sesuatu di luar pekerjaan 

dan memberi kesempatan kepada. pekcrja untuk meJakukan sesuatu di luar 

pekerjaannya seperti makan dan rnimun , melaksanakan ibadah serta kegiatan 

lainilya. 

Seperti yang diketahui bahwa waktu istirahat bermacarn-rnacam. Ada waklu 

istirahat antara jam kerja, wak.iu istirahat mingguan dan wakt11 istirahat tahunan. 

Waktu istirahat tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 102 Ayat (2) butir ,; 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 adaalah sekurang-kurangnya 12 (dua be las ) 

hari kerja untuk 6 (enam) hari kerja_ dalam 1 (satu) minggt'. atau 10 (sepuluh) hari 

kerja untuk 5 (lima) hari kerja da]am 1 (satu) minggu, setelah pekerj a yang 

bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Waktu 

istirahat beberapa hari lamanya sehingga tidak bekerj a biasa disebut dengan istiia h 

cuti dan secara umum dikenal dengan ceti tahunan. 
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Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bos;in selan1a beke~j a, si pengusaha 

memberikan cuti bagi seluruh peke~ianya. Lama cuti yang diberikan perusahaan 

adalah 12 (dua beias) hari ke1ja seiiap tahunnya. Hanya saja pelaksanaan cuti tahumin 

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 6 (enam) hari cuti massa1 dan 6 (enarn) hari cuti 

individual. Yaang dimaksud dengan cuti massal adalah pelaksanaan cuti atau l ibur di 

mana pabrik dan kantor dinyatakan ditutup serta kegiatan produksi dihentib n. 

Seluruh pekerja diJjburkan kecuali satuan pengaman (satpam) tidak dil iburkan 

seluruhnya dan terhadap petugas satuan pengaman yang tidak libur ini diberikan 

imbalan sebagai pengganti cuti. Cuti massal ini biasanya dilaksanab.n pada saat hari 

raya. Sedangkan cuti indi vpidual ini pemanfaatannya tergantung kepada masi Tl g

rnas ing peke1ja kapao akan menggunak:an hak cuti tersebut. 

Selain cuti tahunan tersebut, perusahaan j uga memberikan Cuti khusus kepada 

pekcrja wa ni ta yang melahirkan , yaitu cuti bersalin selama tiga bulan yang dihi tung 

dari satu bulan sebelum menurnt perhitungan bidan/doktcr akan melahirkan dan dua 

bul an setelah rnelahirkan. Selama melaksanakan cuti tersebut yang bersangkul:rn 

tetap rnenerirna gaji/upah pokok, hanya tidak ada tambahan yang berupa uang 

tra nsportas i dan uang makan. 

Sebagai kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan beserta res iko

resiko yang kemungkinan timbul akibat peke1jaan tersebut akan dihadapi ol e ~1 

pekerja. Untuk itu kemampuan, keahlian dan pengalaman pekerja sangat diperlukan 

guna mendukung kelancarnn pekerjaan yang di lakukan. Akan tetapi seringka!i 

meskipun pekerja telah mcngerahkan segala kemampuannya dalarn me laksanaka n 

pekerjaannya, pekerja menghadapi hambatan sehingga pekerjaan yang menjac!i 

6 
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tanggung jawabnya tidak se]esai dikerjakannya bahkan akhirnya pef,<~ .. rj~ ·. tt·,h.1 )H~i'). 
!/'4 ii . 

tidak mampu lagi melakukannya. Hal ini dapat diseb bkan karenfl £eki,~ 'ya n !) 
. \ ,.'§'f . -\ - f..., 

_, 4"'-. -....;v I -

bersangkutan sakit, mendapat kecelakaan keti kc. sedang bekerja, m. '.del:i-t:a ;-•:Qc ~it 
"i',t... J ~',_;.;.:;.: 

akibat da1i pekerjaannya ataau karena sudah berusia larrjut. Dengan ~(;s~~i}i{:), ~;;g 

demikian , adakalanya hubungan kerjanya diteruskan walaupun pekerja tersebut tida k 

melakukan pckerjaan. 

Untuk menghindari hal-hai yang merugikan pekerja pada saa1 melaks:m aka 11 

pekerjaannya, maka menjadi hak pekerja untuk rnendapatkan jaminan ~osial, ya itu 

berupa pembayaran ganti rugi atau pembayaran lo.innya akibat keadaan diiu ~n 

kesalahannya sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. 

l-
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BABil 

PERJANJIAN DALAM SYARAT-SYARAT KERJA 

A. Per.ianj ian Pada Umumnya 

Pasal 13 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perclata berbunyi sebagai berik ut 

"Suatu persetuj uan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang :oi.iau lebih". 

Pasa l ini merupakan Pasal yang mengatur tentang defonisi dari perjanjian. 

Para sat:jana hukum perdata banyak memberikan rum usan tentang defenisi perj anjian 

antara la in : 

I . Mcnurut Prof. Subekti SH. : Perjanjian adalah suatu p ristiwa dim ana seorm1g 

berjanji kepada seorang lair. atau dimana dua orang itu saling berjanj i untuk 

melaksanakan suatu hal". t) 

2. Menurut MI. Wirjono Prodjodikoro SH, Perjanjian adalah suatu perhubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak dal~m mana satu pihak berjan.i i 

atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak tidak 

melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal , sedang pihak lain 

berhak untuk menuntut pelaksanaanjanji itu". 2
l 

\) Prof Suhekti SH : "Hu kum Perjanjian", Penerbit Pembimhing Mas<l , .l akart:i, 
1970, ha!. 1. 
2
l Mr. Wirj ono Prodjodikoro: ••Azas-Azas Hu kum Perja jian", Penerbit Sum iar, 

Bandung, 1973, hal. 9. 
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Prof Subekti SH berpendapat bahwa istilah peIJanJian JLLga d!na makan 

persetujuan, karena dua pihak itu bersetujuan untuk rnelakukan sesuatu , dapa1 

dikatakan bahwa dua perkataan itu adalah sama artinya" . 3) 

Sebagaimana diketahui , perjanjiaan adalah sumber utat! ;a dan yang penting 

untuk melahirkan p~rikatan dengan dem ikian ada baiknya membicarakan 

hubungan antara perikataan (verbinteniss) dengan perjanjian (overenskomst) scru 

mengenai rumusan istilah perikatan, Menurut Pasal 1233 Kitab Unda1~ g-U mlan ~l 

HukmTl Pe rdata : 

"Tiap-tiap perikatan dilahirkar; baik karena persetuj uan, baik karena UndaiH~ -· 

Undang' ' . 

Dari rumusan perJanJian yang dibuat di atas , dapat digam barkan :-itau 

dibayangkan bahwa perj anjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peri sti w;' _ 

sedangkan perikatan adalah suatu pengerti an abstrak. 

B. P erjanjian Kerja Sebagai Awai Hubungan Kerja 

Sebuah proses industri akan berjalan apabila telah terdapat unsur-u nsur ya ri~'. 

mernungkinkan terlaksananya kegiatan industri , seperti adanya pengusaha sebaga i 

pemilik modal dan peke1ja yang akaan mel aksanakan apa yang menjadi biJan~ 

garapan industri tersebut Dalam kaitan ini pengusaha dan pekerja akan sal ing bekcry 

sama untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan industri melalui hubungan k rj a 

Pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan antarn pengusaha dan pekc r i<l 

3l Ibid 

r·· ·! 
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dapat terj adi setelah diadakan perJanJian antara pengusaha dan peke1ja, di ma11 ~1 

'l 
·

1 ! pekerja menyatakan kesanggupannya 'untuk bekerja pada pengusPha tersebut dengai~ 

I 
I 
! 

I 
I 

' ·~1 
' ~ 

It 
. ~ 

.\t 

! 

'': 

menerima upah dan pengusaha me;:iyatakan kesanggupannya untuk mempekerjabn 

pekerja dengan mernbayar upah. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian ke~j a. : ' 

Dan menurut Pasal l 60 l (a) KUH Perdata, yang dimaksud dengan pe rj anj ian 

kcrj a adalah scbagai berikut : 

Pcrjanjian kerja adalah suatu persetujuau bahwa pihak kesatu yaitu buruh (pekerja) 

mengikatkan diri nntuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu maj i kan 

(pengusaha), dengan upah waktu tertentu. 

Dari batasan tentang perjanjian ke1:ja dan isi Pasal 1601 (a) KUH Perdala 

tersebut di atas, ada beberapa hal yang ttrkandung dalam perj anjian kerja yang dapat 

di sebut sebagai unsur-unsur dalam pe:rja_njian kerja, yaitu : 

l. Melakukan pekerjaan tertentu. 

Suatu pekerjaan yang diperj anjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang 

membuat perjanjian kerja merupakan unsur penting dalam perjanjian kerj a P<isal 

l601 (a) KUH Perdata menyatakan bahwa pekerja dalam melakukan pekerjaan 

wajib melakukan sendiri pekerjaannya, kecuali rnendapat izin dari pengusai1'1 

dimana ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya. Dengan 

1~ 
1 4

l A11eka Perjanjian, Alumni , Bandung, 1985, hal. 63. 

JO 
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dernikian pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh si pekerja (bersifat pribadi ) dan 

Lidak boleh digantikan oleh orang lain. 

2. Di bawah perintah aiau pimpinan orang lain . 

Yang dimaksud dengan di bawah perintah orang lain adalah bahwa pekcrj2 dalam 

melakukan kegiatannya di bawah perintah pengusaha, sebagaimana d iatur dalam 

Pasal 1603 (b) KUH Perdata yang rnenyatakan bahwa pekerja wajib mentaati 

aturan mengenai hal melakukan pekerjaan dan atu ran yang dituj ukan pad a 

peningkatan tata tertib dalam perusahaan pengusaha yang diberikan kepadanya 

oleh dan ata u atas narna pengusaha dalam batas aturan perundang-undang atau 

pcrjanjian atau peraturan perusahaan atau jika tidak ada , kebiasaan . 

3. ad~mya upah. 

Unsur adanya upah merupakan hal yang penting dar. menentukan da larn setiap 

perjanjian kerja dan diberikan dalam bentuk-bentuk yang telah ditetapkan sesuai 

perjanjian kerja. Apabila seseorang bekerja dengan tujuan bnkan mencari upah 

I~ maka tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja. Dan 

menurut Pasal 1601 (p) KUH Perdata, kalau upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha diberikan dalam bentuk lain dari yang telah ditetapkan dianggap tidal--. 

memberi upah. Sedangkan bentuk-bentuk upah yang dapat dibayarkan oleh 

pengusaha antara lain : 

i a. Uang; 

, l b. Makanan yang hams dinamakan; 

c. Pakaian kerja; 

d. Jumlah tertentu dari hasil perusahaan; 

I ! 
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1 

e. Hak pakai sebidang tanah; 

f Pekerjaan/Jasa tertentu yang dilakukan o]eh pengusaha; 

g. Hak pakai rumah atau sebagian rumah tertentu; 

h. Gaji selama cuti setelah bekerja selama wal t u tertentu 

4. Untuk waktu tertentu. 

Bahwa dalam perjanjian kerja r:kan disepakati tentang berapa lama pekerj<l 

mengikatkan diri dengan pengusaha dalarn melakukan hubungan ke1ja. Ol eh 

karena itu pekerja tidak boleh melakukan pekerjaznnya sekehendak hati begitu 

pula pekerja tidak boleh mempekerjakan pekerjanya se mur hidup. Hal ini untL<k. 

memberikan jaminan bahwa hak pribadi manusia tetap <liperhatikan. KUH 

Perdata t idak mengatur lebih jauh pengertian "waktu tertent~1". KUH Perdaia 

hanya mengatur tentang keadaan-keadaan dimana suatu hubungan kerja dapat 

berakhir sebagaimana diatur dalam Pasa] 1603 (e) ayat 1, Pasal 1603 (i) dan Pasal 

1603 (k) KUH Perdata yai tu sebagai beriknt : 

a. Jika habis waktunya seperti yang ditetapkan dalarn perJanJ1 an atau dalarn 

peraturan undang-undang ataau jika semuanya itu tidak ada, men urut 

kebiasaan. 

b. Jika pekerja telah meninggal dunia. 

c. Jika pengusaha telah meninggal dunia, kecuali jika dari perpn_pan dnrnt 

disimpulkan sebaliknya. S) 

5
l Soedharyo Soimin, SH, KUH Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, ha!. 40 I Jan 

403. 
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·J 

·~ 

Dengan uraian peristiwa tersebut di atas timbulah suatu hubungan antara 

kedua pihak yang dinamakan perikatan dan pada hakekatnya perjanjian pe1:janjian itu 

adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung hak dan kewajiban yang 

diucapkan atau ditulis. Dengan demikian perjanj ian ini dapat dilakukan secara lisa n 

atau dengan surat pengangkatan oleh pihak pengusaha atau secara tertul is, yailu 

dengan membuat surat per:janjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan 

bila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, n: mka biaya akte dan biaya tarn bc.han 

lainnya ditanggung oleh pengusaha. 6) 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam pembuatan perjanji an_ kerja 

pada dasamya tidaak disyaratkan bentuk tertentu apakah dalam bentuk tertuli s atau 

tidak tertuhs. Jadi sepcrti perjanjian lainnya, benh1k perjanj ian ke1:ja adalah bebas . 

Akan tetapi lebih bennanfaat apabila perjanjian kerja dibuat secara tertuli s karen8. 

dapat dinyatakan rumusan tertentu dengan tegas dan jela <; . Sehingga dengan mak in 

tegas dan jelasnya rumusan pernyataan kedua pihak akan timbul kepasti an dan 

terhindar daari keragu-raguan. Begitu pula perjanjian kerja tertulis akan sangat 

bennanfaat sebagai tanda bukti tertulis bila terjadi perselisihan. 

Dalam perjanjian kerj a yang bertindak sebagai atau mewa.kili pengusaha 

sangat tergantung kepada bentuk/badan hukum pernsahaannya serta ketentuan 

peraturan yang berlaku di lingkungaan perusahaan11ya serta ketentuan peraturan 

berlaku di lingkungan perusahaan bersangkutan scdangkan piha k peke1ja biasanya 

sebagai pihak yang berdiri senctiri. Sehingga dalam perjanji an kerja ter1:uli s, 

(,) Soedharyo Soimin, SH, Op. Cit, hal. 383. 
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penandatanganan perjanjian kerja diiakukan oleh setiap peke~ja atau seorang· pekerja 

atau setiap pribadi pekerja sebagai subyek hukum. Karena suatu perjanjian ke1ja 

bersifat perorangan atau individual, maka sering dipakai istilah Perjanjian kerja 

Perorangan (PKP) atau dalam bahasa Belanda d]sebut Jndividuele Arbei ds 

Overeencomst (IAO) atau dalam bahasa Tnggris dikenal dengan istilah Individual 

Labour Agreement (ILA). Istilah yang terakhir ini sudah dikenal dalam setiap sistern 

hubungan kerja atau hubungan ind:..tstrial. ?) 

Peraturan-Peraturan Tentang Hubungan Kerja. 

C. Pera turan-Peraturan Tent.mg Hubungan Kerja. 

Setelah terjadi hubungan ke1ja antara pengusaha dan pekerja dengan 

dibuatnya perjanjian ke1ja, maka pihak pengusaha akan membuat peraturan-peratuwn 

yang di sebut peraturan pengusaha atau peraturan perusahaan yang biasanya dibum 

secara sepihak oleh pengusaha. Karena dibuat secara sepihak oleh pengusaha mab 

peraturan perusahaan biasanya mencantumkan kewajiban pekerja yang maksimal 

dengan hak yang minimal dan sebaliknya mencantumkan kewajiban pengu aha ym1g 

minimal dengan hak yang maksimal. Dan seka1ipun peraturan perusahaan ti dai-; 

mensyaratkan adanya persetujuan pekerja, tetapi dalam membuat peraturni1 

perusahaan pengusaha hams memperhatikan saran dan pertimbangan dari \Ya !.:il 

pekerj a perusahaan bersangkutan da n tidak boleh rnelanggar Undang- Undang tentailg 

7
> Koko Kosidin , SH Dr, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan 

Pera tu ran Perusahaan , Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 18. 
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ketertiban urnum, tata susila dan ketentuan perundang~undangan yang sifatm« 
I 
I memaksa. S) 

i 

,, 
I i 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa selain perjanjian ke1:j a KUH Perdata 

mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang suatu bentuk peraturan yang memuat 

syarat-syarat kerja bagi kelornpok/paraa pekerja yang disebut peraturan perusahaan 

Peratman perusahaan ini dirnaksudkan sebagai perpanjangan (verlengstruk) dari 

semua pe1j anjian kerja yang terpisah, yang berlaku untuk sernua pekerj a y<illg 

melakukan hubungan ke1ja dengan seorang pengusaha. Akan tetapi peraturan 

perusahaan bukan untuk menggantikan adanya perjanjian kerj a, sehingga apabil a 

serikat pekerja menginginkan adanya perjanjian kerja, rnaka pengusaha waiib 

melayani . Dan menurut Levenbach kedudukan peraruran perusahaan lebih ti nggi 

daripada perjanjian kerja individual,· kare:na sifatnya sebagai hukurn bersama, 

sekalipun perjanj ian kerja individual, karena sifatnya sebagai hukum bersama. 

sekalipun perjanjian kerja individual tersebut dibuat secara tertul is . 9) 

Dalam KUH Perdata peraturan perusahaan diatur dalam Pasal 1601 (j ), (k ), ( I ) 

dan (m), tetapi KUH Perdata tidak secara khusus memberikan batasan ten tang 

peraturan perusahaan. Se!Jagai contoh pada Pasal 1601 j KUH Perdata han yaa 

mem uat bahwa suatu peraturan yang ditetapkan oleh pengusaha hanya mengikat 

pekerjaj ika ia secara tertulis telah menyatakan menyetujui peraturan tersebut dan 

SJ Imam Soepomo, SH. Prof, Pengantar Huku m Perburu ban, Djambatar1, Jak 'rta, 
1982, hal. 55. 

'I ) Koko Kosidin , SH. Dr, O p. Cit, hal. 89. 
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selainnya itu tehh dipenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut : 

1. Bahwa selembar lengkap peraturan perusahrum dengan curna-cuma oleh dan atau 

atas nama pengusaaha telah diberikan kepada pekerja. 

2. Bahwa oleh dan atau atas nama pengusaha tel ah disarankan kepada Departemen 

Tenaga Kerja satu lembar lengkap peraturan perusahaan tersebut yan g 

ditandatangani oleh pengusaha, tersedia untuk dibaca oleh umum. 

3. Bahwa suatu lembar lengkap peraturan pernsahaan itu ditempelkan dan tetap 

berada di tempat yang mudah dapat didatangi oleh pekerj a, sedapat-dapatnya 

dalam ruangan kerja hingga dibaca dengan terang. 

Sebagai pelengkap dari KUH Perdata mengenai peraturan perusahaan, maka 

Undang-Undang Nomor 25 tahun J 997 tcntang ketenagakerjaan rnenerangkan pada 

Bab I Ketentuan urnum buti r 14 bahwa yang dimaks ud dengan peraturan perusahaan 

adealah peraturan yang dibuat secara tertuhs oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan in i 

1T1erupakan kewajiban pengusaha. Dan pcraturan perusahaan sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 42 Undang-Undang tersebut hams memuat sekurang-kurangn ya 

ketentuan tentang : 

a. Hak dan Kewajiban pengusaha; 

b. Hak dan kewajiban pekerja ; 

c. Syarat kerj a ; 

d. Tata tertib perusahaan; 

c. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaa;-i . 
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D. Syarat-Syarat Kerja Sehagai Akibat Hubu ngan Kerj · . 

Ketika antara pengusaha da.n pekerja sudah terjalin hubungai1 ketja, rn aka 

pada saat itulah berlaku apa yilng dinamakan sebagai hak dan kewajiban pengusaha 

serta hak dan kewajiban pekerja. Seperti telah dikemukakan bahwa agar pelaksanaan 

kegiatan sebuah proses industri dapat be~jalan dengan baik, maht antara pengusaha 

dan pekerja harus ada ker:ja sarna yang baik pula. Demi terwujudnya kerj asama ya ng 

baik itulah perusahaan membuat peraturan-peraturan sebagaimana diuraikan pada SL~b 

bab terdahul u yang dinamakan peraturan pe1 usahaan. Dengan adanya peraturn.n 

perusahaan m2.ka antara pengusaha dan pekerja akan mengetahui hak dan kewaj iban 

masing-masing. Sa1ah satu tuj uaan pembuatan peraturan perusaahaan adalah antuk 

mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja bertujuan memperbaiki tara f hidup 

peke1j a dan meningkatkan kegaairahan serta ketenangan kerj a yang pada g il iran nya 

akan meningkatkan produktivitas keqa dan meningkatkan produksi . 

Dalam penjelasan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tah un 1997 

disebutkan bahwa yang dirnaksud d~r1gan syarat kerja ia lah hak dan kewaj iban 

pengusaha dan pekerj a yang belun1 diatur oleh peraturan perundan g-u ndangan 

De ngan kata la in syarat kerj a adalah hak daan kewaj iban pengusaha dan peker:j a yang 

d iatur dal aarn peraturan perusahaan, kesepakatan bersama antara pengusaha dan 

pekerja atau hak dan kewajiban yang timbul karena persetuj uan kedua be lall pihak. 

Dari uraian tersebut terungkap bahwa hak 'dan kewajiban pengusaha maupun peker_J<l 

yang belum di atur da lam syarat-syarat kerja. Seperti dalam Pasal 1602 dan Pasal 

1603 KUH Perdata telah dinyatakan tentang hal-hal yang menjadi kewa.iiban 

peng,usaha dan pekerja, akan tetapi belum ada perJelasan rinci tentang ukuran-ukuran 
i 

.. 
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besarnya nilai yang menjadi kewajiban pengusaha seperti besarnya upah, Jamanya 

cuti dan bentuk-bentuk lain perlindungan peke1ja. Dengan deinikian syarat-syarat 

kerja juga diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang dcikerjakannya. Dalam 

syarat.-syarat kerja juga diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pekerja 

seperti besarnyaa L:pah, jaaminan sosiaal tenagB. kerja dan kriteria-kriteria pernLttusan 

hubungan h rja. 

Syarat-syarat kerja menjadi penting bagi pengusaha dan pekerja dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Dan adanya syarat-syarat kerja akan terjalin komunikasi 

yang ba ik antara pengusaha dan pekerja. Hal ini dapBt dipahami karena dengan 

dibuatnya syaraat-syarat kerj a, maka segala tindaka.n dalarn rangka pelaksanaan 

scga la kegiatan perusahaan akan mengacu atau berpedoman pada syarnt-~yarat kerj a 

tcrscbut. 

Ada d ua tuj uan di buatnya syarat kerja, yaitu : 

I. Agar pekerja dapat menikmati dan mengembar.gkan perikehidupannya sebaga i 

rna nusia pada umumnya. 

) Untuk n~ e ncegah terjadinya kecelakaan kerja (atat< yang sering disebut sebagai 

kond isi kerja). Syarat kerja ini pada hakekatnya adalah kondisi kerja, yaitu suatu 

kondi s i yang harus dipenuhi, baik olelt pengusaha maupun pekerj a untuk mencegah 

ti mbulnya kecelakaan kerja. io) 

'
01 Endang Rokhani, SH, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh, Yakorna

PGl, Jakarta, 1999, hal. 1. 
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BAB Ill 

JIURUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DALAM KETENAGAKERJAAN 

A. Pengertian Hubungan Industr~al Pancasila 

Di dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-lJndang No. 25 tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan diterangkan bahwa Hubungan Industrial Pancasila ada!ah : 

"Hubungan industrial yang didasarkan atas nil ai-nilai yang rnerupakan manifestasi 

dari kcseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang 

tumbuh serta berkernbang cli atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional 

Indonesia". 11
) 

Melihat pengertian apa yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila itu 

maka kiranya perlu diperhatikan adanya ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 

1945 yang menentukan : 

1. Setiap warga negara bersamaan keduduka:inya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjw1jung hukurn dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecual inya 

2. Tiap-tiap war15a negara berhak atns pekerjaan dan penghidupan yang layak b::tgi 

keman us i aan. 

Jadi dengan memperhatikan bunyi pasal 27 Undang-Undang Dasar J l).:J.) 

terutama ayat 2, maka jelas bahwa setiap warga negara berhak atas pekerj aan y<mg 

layak. Terlebih-lebih bagi negara Ind,onesia yang dewasa ini tengah rnelaksa naK an 

pembangunan di segala bidang kehidupan maka pekerja sebagai warga negara 

11
l F. X Djumialdji, SH dan Wiwiho Soedjono, SH, Perjanjian Perburuhan dan 

Hubungan Perburuhan P~ucasila, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1982,hal. 56. 
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Indonesm perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemrmtah agar df~at . ikr\~'scc .1 

secara akt1f di b1dang pembangunan. "° \ ~~{".~~ ·r-.. 
~ ~~ ~~ "t' 

. . 1l.,,. ~ /i' l1 ~ \).. ":> 
Berhubung dengan itu, kalau d1b1carakan tentang hubun~¥,J ,_ ., ~< '!0 

Jl'AKi\1'.~ 

Pancasila di sini dilihat adanya hubungan hukum antara peke1ja, pengusaha dan 

pemerintah . Dengan adanya azas yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 27 tentang adanya hak warga negara sebenamya hak seperti itu dirn iliki 

pula oleh organisasi buruh intemasional (ILO) dan negarn-negara kapitalis di dunia 

Kenyataan ini memang benar, tetapi tentang diakunya hak atas peke1j aan bagi 

rakyat dari negara-negara tcrsebut adalah sebagai akibat dari hasil perj uanga!! dari 

mereka yang bertcmpat tinggal di negara-negara yang buk~n kapitali s di bada1 1 

internasional itu dan juga ditunj ang oleh rakyat dari negara-negara kapitali s it u 

se11dir~ . Namun di dalam pelaksanaannya hak merneroleh pekerjaan dalam organisasi 

buruh intemasional dan di negara-negara kapitalis sudah barang tentu berbeda dengan 

pelaksanaan yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia memili ki dasar 

fa lsafah negara yaitu Pancasila. 

Da lam organisasi buruh internasional dan di dalam negara kapitalis hak atas 

pekerjaan itu dapat dilaksanakan bersamaan dengan adar.ya hak dari pihak 

pengusaha/majikan besok atau lusa dapat memperhatikannya, walaupun untu k i t'! 

majikan diwajibkan memberikan alasannya. Sedang di Indonesia yang memi lik1 
.I 

dasar falsafah Pancasila bak atas peker]aan itu barn tetap diartikan bahwa hak 

demikian itu meliputi pula hak uhtuk tetap memiliki pekerjaan yang telah 

diperolehnya. lni berarti bahwa apabila pekerj a telah mendapatkan pekerj aan atau 
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sekali pekerja itu dipekerjakan maka majikan tidak boleh memberhentikannya atau 

mengadakan pemutusan hubungan kerja semaunya sendiri . 

Walaupun terj adi suatu kem ungkinan, bahwa pemutusan hubung<tn kerja itu 

tidak dapat dielakkan atau pemutusan hubungan hubungan kerja itu harus 

dil aksanakannya, karena pihak pekerja telah melakub.n perbuatan yang melanggar 

hukum (misalnya pekerja melakukan pencurian, pengelapan ata.:.1 penganiayaan dan 

lain-lain perbuatan yang te:cela) ataupun perbuatan pekerja tersebut mengakibatbn 

kerug]an bag] perusahaan, namun pemutusan hubungan kerja yang di lak ukan 

bersangkutan atau <lari organisasi di mana pekerja tersebut menjadi anggotanycr untuk 

itu pengusaha harus dapat izin dari Pemerintah yang dalaarn hal ini ditangani oleh 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4 Pusat, P4 Daerah) 

Keadaan itu ialah karena hak atas pekerjaan di dalam n:asyarakat Pancasila 

mempunyai fungs i sosial dalam arti, bahwa dalam masyarakat Pancasila terd<lpat 

. suatu kewajiban bagi anggotnya untuk bekerja. Pekerja sebagai warga negara 

f ndonesia tidak dapat dilcpaskan dalam keikut sertaannya dalam proses kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menciptakan rnasyarakat Pancasila dan ikut berperan 

di dalam usaha demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. 

I I 

Di dalam masyarakat Pancasila harus diusahakan agar tiada scorangpun yang tida l-. 

bekerja. 

Berhubungan dengan itu kedudukan pekcrja di dalam masyarakat Pancasi l<1 

merupakan tenaga kerja potensial yang menentukan dan bertanggung jawab atas 

ter laksanya masyarakat yang adil dan makmur. 
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B. Tuj uan serta Azas-Azas Hubungan Industrial Pancasila 

Tujuan daripada hubungan industrial Pancasila dapat dibagi dua, yaitu : 

1. Tujuan Makro. 

Dilihat secara rnakro, 1Eaka tujuan Hubungan Industrial Pancasila adal ah 

mengemban cita-cita Proklamasi kemerdekrum Republ ik Indonesia ] 7 Agust us 

1945 di dalam pembangunan nasional, ikut mewujudkan rnasyarakat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ikut 

melaksanakan kctert iban d1.mia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

2. Tujuan Mikro. 

Dari segi mikro, maka tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah menciptakan 

ketenangan, ketentraman, ketoertiban, kegairahan kerja serta usaha meningkatkan 

kesej ahteraan pekerja se1ta derajatnya sesuai dengan martabat rnanusia. 

Hubungan Jndustrial Pancasila di dalam meucapai di dalarn tuj uanny <:! 

mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan, yaitu : 

] . Asas Manfaat 

Art:nya segala usaha __ dan kegiatan pembangunan hams dapat dimanfaatkan 

sebesar-besamya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. 

2. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan ' 

Artinya usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsaa harus merupakan usaha 

bersama sel uruh rakyat yang di lakukan secara gotong royong dan kekeluargaan 

3. Asas Demokrasi 

' )') 
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Artinya di dalam menyeiesaikan masalah-masalah nasional ditempuh · dengan 

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. 

4. Asas Adil dan Meraataa 

Artinya bahwa hasil yang dicapai dalarn pembangunan hams dapat dinikmati 

secara adil dan meraata sesuai dengan dh2.nna baktinya. 

5. Asas Perikehidupan dan Keseimbangan 

Artinya hams diseimbangkan antara kepentingan-kepentingan dunia dan akh1rat. 

material dan spritual, jiwa dan raga individu clan masyarakat dan lain-lain. 

6. Asas Kesadaran Hukum 

Setiap warga negara harus taat dan sadar pada hukum dan mewajibkan negarn 

menegakkan hukum. 

7. Asas Kepercayaan pada diri sendiri 

Pembangunan berdasarkan kepercayacm akan kemampuan dan kekuatan diri 

sediri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. 

Dalam pelaksanaannya Hubungan Industrial Pancasila berdasarkan dua asas 

kerja yang sangat penting yaitu: 

1. Asas kekeluargaan dan gotong-royong 

2. Asas musywarah untuk mufakat. 

Sebagai manifestasi dari kedua asas di atas, maka hubungan industria l 

Pancasila mendasarkan diri pada tiga asas kerja sama, yaitu : 

1. kerja sama dalam produksi (partner in produr.t) 

Artinya bahwa antma pekerja dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman 

seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik pekerja maupun pengusaha 
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atau pimpinan perusahaan wajib bekerja sama serta membantu jalain kel.ancaran 

usaha dalam meningkatkan dan menaikkan produksi. 

2. Kerja sama dalam menikmati hasiL perusahaan 

Artinya bahwa pekerja dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman 

seperjuangan dalam pemerataan menikmati hasil perusahaan yang berarti has il 

usaha yang diterima pengusahaan, dinikmati bersama dengan hagian yang layak 

dan serasi dengan prestiasi kerja. 

3. Kerja sama dalam bertanggungjawab 

Arti nya babwa pekerja dan pengusaha/pimpinan pernsahaan adalah teman 

seperjuangan di dalam be11anggung ~awab yang meliputi : 

a. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang M2.ha Esa 

b. Taanggung jawab kepada Bangsa dan Negara 

c. Tanggungjawab kepada masyarakat sekeli lingnya 

d. Tanggung jawab kepada pekerja dan keluarganya dan 

e. Tanggung jawab kepada perusahaan dimana bekerja. 

Asas kerja sama antara pekerja dan pengusaha tersebut dikenal dengan istilah 

Tridharrna, yaitu : 

1. Melu Handarbeni (merasa ikut memiliki) 

2. Melu Hangrungkebi (merasa ikut bertanggungjawab) 

3. Mulad Salim Hangrosowani (mawas diri demi kemajuan perusahaan) . 

.. 
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C. Sarana-Sarana Hubungan Industrial Pancasila 

Sarana-saranaa dalaam pelaksanaan hubungan industrial Pancasila adalah 

mcrupakan lem baga-lembagaa yang menjembatani hubungan antaara pengusaha 

d~ngan peke1j a dalam melakukan kewajibam1ya masing-masing. 

l. lcmbaga ker.jasama 

a. Lembaga kerja sama Bipartite. 

Lembaga kerja sama bipartite adalah suatu badan yang dibentuk dalam 

perusahaan yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil pengusahaa . 

Bipartite adalah wadah tempat dialog dan musyarah antara karyawan dengan 

pengusaha untuk memecahkan masalah dalam perusahaan terutarna rnasalah

masalah yang menyangkut kepentingan bersama seperti masalah 

produktivitas, disip1in, keselamatan/kesehatan kerja, koperasi dan Jain 

sebagainya. 

Basil kesepakatan/keputusan biparttite dapat dijadikan dasar kepada pimpinan 

perusahaan untuk dijadikan kebiasaan perusahaan. 

Pembicaraan dalam bipartite bukan bersifat tawar-menawar, tetap1 

musyarawah secara kekel uargaan untuk memecahkan rnasalah/kepentingan 

bersama dengan demikian adanya bipartite dalam perusahaan akan dc;pal 

memupuk rasa kebersarnaan, kekeluargaan dan keterbukaan serta da pa l 

menghindari terjadinya pe1ientangan-per1.e11tangan yang tidak perl LL 

Dalam membentuk biparr.ite da]am perusahaan serikat pekerj a harus 

di ikutsertakan, umpamanya dengan mernberikan j atah beberapa orang 

wakilnya duduk dalam bipartite atau dalam memilih wakil-wak il karyav.:an 
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dalam bipartite, pengurus seri kat pekerja bertindak sebagai panitia pemilihan. 

Hal ini penting agar serikat pekerjajuga merasa memiliki bipartite tersebut. 

b. Lembaga Tripartite 

Lembaga kerja sama tripartite adalah suatu badan yang terdiri dari wak iJ

waki l serikat pekerja (sebagai wakil dari karyawan), PUPI/KADlN (sebagai 

waki l Pengusaha) dan Pemerintah. 

Tripartite dibentuk di tingkat kabupaten/kotamadya, propinsi, nasional dan di 

sektor-sektor ekonomi yang dianggap perlu. Tripartite adalah wadah tempat 

konsultasi , komunikasi dan musyawarah antara karyawan, pengusaha daan 

pe1:ierintah untuk membahas dan rnemecahkan masa!ah-masalah 

ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara bipartite baik karena 

rnasala hnya yang bersifat regional, sektoral daan nasional. 

Di daerah, tripartite dipimpin oleh kepada daerah yaitu triparti te tingkat lT 

oleh bupati/walikota dan tripartite tingkat I oleh gubernur, sedangkan kepala 

kantor tenaga kerja setempat bertindak sebagai ketua pengganti . Tripartite 

tingkat nasional !angsung dipimpin oleb Mentri Tenaga Kerja. 

2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Perjanj ian kerja bcrsama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekertj a 

dengan pengusaha yang isinya. mengatur syarat-syarat kerja, pengupahan, tata 

tert1b kerja, jaminan sosial, proscdur penyelesaian keluh kesah, fas il itas

fasi lit::is untuk serikat pekerja dan hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam 

lernbaga kerja. 
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Perjanjian Kerja Bersama besar manfatnya hai k bagi karyawan maupur. bagi 

pengusaha karena : 

a. Perjanjian Kerja Bersama dibuat mefalui musyawarah yang menda'Jam 

antara sertikat pekerja dengan pengusaha dan me gatur kebijaksanaan

kebijaksanaan dalam perusahaan. 

Berarti di dalam perusahaan tercipta suasana musyawarah dan karyawan 

diikut sertakan dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan, sehingga 

mereka akan lebih bertanggungjawab dalam meiaksanakannya. 

b. Perjanj ian Kerja Bersama memuat/mengatur hak dan kewaj iban kedua 

belah pihak (karyawan dan pengusaha) dalam perusahaan secara tertuli s. 

Ini berarti masing-masing pihak akan memabami betul beban 

kewajibannya, sdehingga dapat dihindari terj adinya perbedaan-perbedaan 

pendapat yang tidak perl u. Hal ini aakan ikut rn nciptakan ketenangan 

kerja dan kete!langan usaha dan suasana arnan, mantap dan dinamis. 

c. Untuk berhasilnya membuat Perj anj ian Kerja Bersama yang baik 

diperlukan pengetahuan yang luas dmi serikat p kerja, baik menge11ai 

keadaan perusahaan rnaupun aspirasi dari karyawan. Jadi ini berarti bahwa 

Perj anjian Kerja Bersama dapat mendorong timbulnya serikat pekerja 

yang kuat dan bertanggung jawab. 

3. Lembaga Penyelesaian Perselisii:rnn Karyawan da Pengusaha. 

a. Meskipun an tara pe11gusaha dan pekerja sudah terjalin hubu'.lgan yang ba ik 

dan sudah rnenerapkan prinsip musyawarah dalam perusahaan, nam un sebagai 

layaknya manusia pada suatu saat pasti akan te1j adi perbedaan 
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pendapat/perseli sihan. Perseli~ihan/perbedaan pendapat tersebut harus 

diselesaikan kedua belah pihak secara rn usyawaran dan menghindari 

dilakukannya tindakan-tindakan sepihak. 

b. Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tcrsebut tidak dapat diselesaikan 

oleh kedua belah pihak, maka harus ada pihak ketiga untuk menyelesaikannya 

agar perselisihan itu cepat dapat diselesaikan dan jangan sampai merusak 

hubungan pekerja dengan pengusaha. Disini lah peran lembaga penyelesaian 

perse1isihan antara pekcrja dengan pengusaha. 

c. Jika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah, seharusnya 

salah satu pihak atau kedua-duanya meminta jasa-jasa baik bantuan kantor 

tenaga kerja setempat untuk rnenyelesaikan perselisihan terscbut. 

Kantor tenaga kerja tersebut akan menunjukkan petugas khusus penyelesaian 

perselisihan (lazim disebut pegawai perantara) untuk mcnyel csaikannya. 

Apabila pegm~1ai perantara itu telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencarikan penyelesaian tcmyata tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak, 

maka pegawai perantara itu setelah berusaha semakssimal mungki n untuk 

mencarikan penyelesaia n temyata tidak bisa diterima oleh kedua belah pi hak, 

maka pegawai perantara akan mencruskan persehsihan itu kepada Paniti a 

Penyelesaiaan Pcrselisihan Pcrburuhan (P4 D). Panitia ini selanjutnya 

rnenyclesaikan persclisihan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

d. P4 D untuk tingkat propinsi dan P4 P untuk tingkat pusat adal ah suatu 

lembaga yang bersifat tripartite yang terdi ri dari wakil-wakil karyawa n. 
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pengusaha dan pemerintah yang m~mpunyai tugas menyelesaikan perseli sihan 

yang terdiri antara pekerja oengan pengw,aha yang ' diajukan kepadanya dan 

juga berfungsi s~bagai lembaga tempat minta izin bagi pengusaha yang' akan 

memutuskan hubungan ke1ja dengan peketjanya. 

e. Demikian jelas bahwa apabila tata earn penyelesaian perseii sihar: 

sebagaimana disebutkan di atas diikuti sebaik-baiknya, maka perselisihan 

akan dapat segera disele,saikan dengan baik dan cepat dan dapat dihindari 

terjadinya ketegangan, aksi sepihak yang dapat merusak hubungan yang te!ah 

terbina baik. 

Suatu kasus permasalahan tenaga kerja yang sampai ke P4D adalah dimana 

kasns tersebut hams te!"lebih dahulu diusahakan untuk diselesaikan di lingkungan 

tempat kerja buruh ( diadakan perundingan antara pekerja mela lui serikat kerja dengan 

pengusaha). Jika cara tersebut tidak mampu menyelesaikan perselisihan perbmuhan 

tersebut maka pihak pekerja mengusahakan penyelesaian perselisihan melalui wakil 

wakilnya, rnengajukan keluhan rnereka baik secara li san rnaupun secara melalui surat 

resrni kepada waaki l pengusaha setempat yang tertinggi kedudukannya. Untuk reaksi, 

waktu yang diperlukan dalarn langkah ketiga ini adalah 2 x 7 hari. Dan apabila dalam 

waktu tersebut penyelesaian perselisihan perburuhan antara pihak \pekerja dengan 

pihak majikan belum menemukan titik penyelesaian, maka sebagai langkah terakhi r 

pekerj a melalui wakil-wakilnya memberitahukan persoalan mereka kepada pegawa1 

pengawas. 
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Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 1957, jika pegawai tersebut 

berpendapat, bahwa suatu perselisihan ticlak dapat diseJesaikan dcngan perantarn 

olehnya, maka hal demikian oleh pegawai segera diserahkan kepada panitia daerah, 

dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih. 

Yang dimaksudkan dengan Panitia daerah ialah Panitia Penyelesaian 

Persehsihan Perburuhan Daerah, yang didirikan oleh Departemen Tenaga Ker:ja di 

daerah-daerah. 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA 

Sebagai komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan proses sebuah 

industri, maka peranan pekerja dapat menentukan berkembang tidaknya proses 

industri tersebut. Dan seperti telah ddiungkapkan bahwa kerja sama yang baik antara 

pengusaha dan pekerja mutlak diperlukan demi berha ilnya tujuan industri itu sendiri 

pada kasusnya dan pembangunan pada wnumnya. Sebab pada t ingkat yang lebih luas 

pekerja dapat juga dikatakan sebagai pelaku pembangtman, dimana pekerja berperan 

meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tenaga 

kerja harus diberdayakan agar dapat memiliki nilai lehih, dalam arti yang lehih 

marr.pu, lebib terampi l dan lebih berkualitas: Kemampuan, ketcrampilan dan keahlian 

tenaga kerja perJu terns ditingkatkan mclal ui perencanaan dan program 

ketenagakerjaan tem1asuk dengan earn melakukan pelatiha dan r engembangan 
'. 

tcnaga kerja. 

Sesuai dengan tu juan pembangunan yaitu rnewujudkan masyrakat yang 

sejahtera, adil dan makmur, maka tenaga ker:ja pcrlu rnempero leh per ii ndunga r· 

hukurn dalam melaksanakan pekerjaannya seperti perlindungan hak-hak dasar 

peker:ja, perlindungan atas keselamatan dan _kesehatan kerja serta per1indungan atas 

upah dan jaminan sosial. Hal ini dimaksudkan agar ada jaminan rasa aman, tentram 

dan terpenuhi rasa keadilan. Dengan demik:ian perJindungan hukum tcrhadap tenaga 

i·crja sangat berka itan dengan produktivitas pekerja. Sebab dengan adanya 
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perl indungan hukurn yang baik terhadap tenaga kerja maka pekerja pun akan 

melakssanaakan pekerjaannya dengan baik pu]a. 

A. Perlindungan Terhadap Keselamataan Kerja. 

Keselamatan ke1ja merupakan ha! yang penting dan perlu diperhati kan dalam 

pelaksanaan kegiatan pernsahaan. Karena tida k ada pek(:rja yang bersedia melak ukan 

peke1jaan apabila dalam pekerjaan tersebut terdapat bahaya yaang mengancam 

keselamatan di rinya. Tentang keselarnatan kerja ini secarn urnum diuraikan pada 

Pasal 1602 w KUH Perdata yang mewajibkan pengusaha u11tuk rnengatur dan 

memelihara ruangan ala1 perkakas, dimana atau dengan rnana ia menyuruh pekerp 

untuk meltikukan pekerja sedemikian rupa, dan juga mengenai petrn1juk-petunju k 

sede1 ikian rupa sehingga peke1ja terlindung dari bahaya yang mengancam badan , 

kehormatan dan harta bendanya sepanjang karena sifat pekerjaannja hal tersebut 

sudah layaknya diperlukan. 12
) 

Dari uraian Pasal i 602 w KUH Perdata di atas, adalah kewaj iban pengusaha 

untuk memberikan perhndungan terhadap keselamatan kerja kepada pekerj anya 

dengan cara-cara sebagai be1ikut : 

a. Menga1ur dan memelihara ruangan. 

Demi terciptanya suasana kerja yang nyaman dan menghindari resi kc kecelakaan , 

12) 

maka sudah selayaknya pengusaha mengatnr dan memelihara ruangan sedemi kian 

rupa sesuai dengan bidang kerja yang dilakukan Sebagai contoh pada industri 

Soedaryo Soimin, SH, Op. Cit, hal. 339. 
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pengolahan aluminium, dimana ada ruangan yang digunakan untuk peleburan 

aluminium padat, gudang tempat penyimpanan hahan baku, ruang dirnana al at-

alat berat seperti traktor pengangkutan aluminium tersimpan dan ruang 

adrninistrasi. Maka kewajiban pengusaaha mengatur tempat-tempat tersebut agar 

tidak menganggu pekerja masing-masing bidang saat melakukan pekerj aannya. 

Pengaturan ruangan ini juga diperlukan untuk menghindari r ,siko yaang mungkin 

tirnbul karena padatnya pekerjaan yang harns dilakukaan. 

b. Mengatur dan memelihara perkakass 

Penyi mpanan dan pemeliharaan alat dan perkakas harus di atur sedemi kian rupct. 

agaar memudahkan pekerj a saaat menggunakan alat dan perkakas tersebut 

Dengan penyimpanan dan pemeiiharaan yang baa ik dapat dihindari terjadinya 

resiko karena pemakaian alat dan perkA.ka_s yang tidaak semestinya. 

c. Memberikan petunjuk-petunj uk yangjelas. 

Petunjuk yang j elas tentang penggunaan a1at dan perkakas serta uraian pekerj aan 

yang jelas kepada masing-masing pekerja, diarahkan untuk memudahkan pekertj a 

dalam memahami d::in melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dengan adanya petunjuk yang je!as dapat dihi ndari pengoperasian al at dan 

perkakas secara keliru yang dapat membawa bahaya, dan adanya petunjuk tentang 

pekerjaan yang harus dilakukan dapat dihindari pelaksanaan pekcrjaan yang sia-

Sia. 

Dengan Pasal 1602 w KUH Perdata juga diuraikaan tentang sanksi apbilaa 

kewajiban pengusaha tersebut di atas tidak dipenuhi, yaitu dengan rnenggant i 

kerugian terhadap pekerja yang melaksanakan pekerjaan. Lebih jauh Jika sebagai 

..,..., 
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ak ibat tidak dipenuhi kewajiban pengusaha te rse but, pekerja rnendapat ·1 uka 

•. 

sedemikian rupa sehingga ia meninggal karenanya, mqka pengusaha wajih 

memberikan ganti rugi (tunjangaan) kepada suami atau istri pekerja y ~mg 

ditinggalkan, anak atau orang tua pekerja yang meninggal , kecuali apabila 

pengusaha dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban tersebut 

karena keadaan memaksa atau bahwa kerugian tersebut sebahagian besar j uga 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pekerja itu sendiri . 

Terkait erat dengan keselamatan ke1ja juga adalah perlindungan terhadap 

kesehatan kerj a tersebut. Perlindungan ini dimaksudkan untul\ rnenghindari 

pc rnerasan atau eksploitasi tenaga pekerja oleh pengusaha misalnya karena alasan 

untuk mendapat tenaga yang murah, mempekerjakan anak atau wanita untuk jenis 

pckerjaan yang berat dan untuk waktu yang tidak terbatas. P rlindungan kesehatan 

kc~j a jt tga merupakan penjagaan agar pekerj a melakukan pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan dan tidak hanya di tuj uka terh::tdap pihak pengusa11a yang hendak 

memeras tenaga pekerja tetapi juga ditujukan bagi pihak pekerja bilamana pekerja itu 

hcndak mengeluarkan seluruh tenaaganya tanpa memperhatikan kekuatan 

_i asman inya. Dan betapa pentingnya juga perlindungan tcrhadap kesehatan peke~ja 

guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. 

Mengingat kesehatan peke1ja juga penting dem i terselenggarakannya kegiatan 

operasional perusahaan, maka pengusaha harus memperhatikan kemampuan tenaga 

pekerja. Dalam hal ini pengaturan jam ke1j a dan waktu istirahat bagi pekerja menjadi 

sesuatu yang tidak boleh dilupakan. KUH: PerJata mengatur tentang penti ngnya 

ketentuan tentang jam kerj a seperti tersebut dalam Pasal 1602 v yang berbunyi : 
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"Majikan atau peugusaha wajib meugatur peke1jaan sedernikian rupa sehingga 

buruh atau pekerja tidak bekerja pada hari Minggu dan pada hari-hari yan g 

1:.1enurut kebiasaan seternpat, sekedar rnengenai pekerjaan yang diperjanjikan, 

disamakan dengan hari Minggu". 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Pasal 100 Ayat (2) juga mengatur ketentuan 

mengenai jam kerja yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha, yaitu : 

a. Waktu Kerja Siang Hari : 

7 atau (tLyuh) jam 1 (satu ) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) rninggu, atau 

8 (delapan) jam l (satu) hari daan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) mrnggu 

untuk 5 (l ima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

b. Waktu kerja Malan Hari: 

6 (enam ) jam l (satu) hari dan 35 (ti'ga puluh ii ma)jam 1 (satu) minggu untuk 

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu , atan 

7 (tuju h) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh Jirna) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lirna) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Apabil a pengusaha kar~r:a keadaan tertentu rnempekerjakan pekerja rnelebi hi 

waktu ke1ja sebagaimana tersebut di atas, maka pengusaha wa_Jib membayar upah 

waktu kerja lembur kepada pekerjanya. Dan waktu kerja lembur tersebut hanya dapat 

dilakukan paling banyak : 

a. 3 (tiga.) jam l(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalarn 1 (satu) rr.inggu ; 
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b. 8 (delapan ) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerj a siang hari untuk melakukan 

pekerjaan pada waktu ist:irahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan : 

a tau 

c. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja malarn hari untuk melakukan 

pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan. 

Sedangkan waktu isti rahat yang merupakan hak pekerj a dan didasarkan pada 

kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, diatur dalam Pa al 102 Undang-Und~ng 

No. 25 Tahun 1997, Dengan ketentuan bahwa waktu istirahat tersebut rneliputi : 

a. Isti rahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekeJ:j a 

se lama 4 (empat) jam terns menerus dan waktu istirahat tersebut tidak tennasuL 

jam kerja ; 

b. lstirahat mingguan , sekurang-kurangnya 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerj a 

dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

mrnggu ; 

c. Istirnhat tahunan , sekurang-kurangnya 12 (dua belas) ha;·i kerja untuk 6 (enam1 

hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari kei:ja untuk 5 (l irna) hari 

kerja dalam 1 (satu) minggu, setelah peke1ja yang bersangkutan beke1ja sclama 

12 (dua belas) bu1an secara terns menurus; 

d. lstirahat sepatutnya untuk menjalankan kewaiiban/menunaikan ibadah menurnl 

agamanya. 
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B. Pem berian Upah Dan Lembur 

Tujuan peke1ja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan 

yang cllkup untuk membiayai kehidupan dir\tTya atau bi\a ia sn(.ab berkC\umga 

bcrsama keluarganya, yaitu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 27 menet.;ipkan bahw;i tiap warga negara berhak ata~; 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja rne1akuhn 

pekerjaannya, maka ia berhak atas pcnghasilan atau upah dari pengusaha untuk 

kelangsungan hidupnya. Dengan demikian upah adalah pembayaran yang diterima 

pekerja dari pengusaha selama ia melakukan pekcrjaan ataau dipandang rnelaku.kan 

k . 11) pe er,aan. · 

Upah sebenarnya mempunya1 pengertian yang berbeda-beda rnenuru ~ 

pengusaha, organisasi peke1ja dan peke1ja im sendiri. Bagi pengusaha upah adal ah 

biaya produksi yang hams ditekan serendah--rendahnya agar harga barang yang 

diproduksinya tidak meqjadi terlalu tinggi atau agar keuntur.gan yang ak:rn 

diperolehnya menjadi Jebih tinggi . Bagi organisasi pekerja upah adalah obyek yang 

menjadi perhatiaimya untuk dirunclingkan dengan pengusaba agar terns dinaikka! 1 

Dan bagi peke1ja upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu-wak tu 

tertentu atau 1ebih penting lagi adalah banyaknya barang kebutuhan hidup yang dapat 

dibeli dari besarnya uang yang diterima. ':l 
Pengertian upah juga terdapat da lam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun l 997 tentang Ketenaga kerjaan yang berbunyi : 

13
l Imam Soepomo, SH. Prof, Op. Cit, hal. 129. 

14
l Imam Soepomo, SH. Prof, Op. Cit, hal. 135. 
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" Upah g,dalah hak pekerja yang diterima can dinyatakan dalarn bentuk uang sebaga1 

\ 

imbal£:in dari pengusaha kepada pekerjan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telat1 

atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian .kerja, 

kesepakatan atau pengaturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerj a 

dan ke luarganya. 

Memberikan upah kepada pekerja merupakan kcwaj iban pengusaha seperti 

di citur dalam pasal 1602 KUH Perdata. Sedangb .n bentuk-bentuk upah tergantung 

kcsepakatan antara pekerja dan pengusaha mengacu pada pasal 160 I p KUH Perdata 

se'oagaimana telah dijelaskan pada bab ter<lahulu dalam hubungannya den gan 

pe~j anjian kerja yaitu bisa berbentukk uang, barang atau biaya pengobatan dan bi aya 

pengangkutan menuju tempat pekcrjaan. Khusus mengenai upah dalam bentuk uang, 

KUH Perdata pasal 1602 h menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan 

dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah . Upah berupa uang in i 

boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayar:mnya harus di lakukan 

dengan mata uang Indonesia. Dalam hal demikian perhitungannya dil akukan 

menurut nilai (kurs) pada waktu dan ditempat pernbayaran dilakukan. 

Sedangkan dalam undang-undang no.25 tahun 1997 tentang upah diatur pada 

pasal 109 ayat l , di mana pada penjelasannya dinyatakan bahwa penghasi lan yang 

layak bagi kemanusiaan adalah upah yang diterima pekerja dari basil peket:jaan nya 

yang mampu rn emenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara w ajar 

mehputi makanan/minuman, pakaian, perumahan, pendidikan serta kesehatan dan 

jaminan hari tua. Agar dapat dipenuhi ketentuan bahwa upah yang akan di ter ima 

oleh pekerja dikatakan layak bagj kemanusiaan, maka dipandang perl u ada 
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per! i ndungan terhadap upah pekerja. Perl indungan terhadap upah pekena . -

sebagaimana tersebut dala.m pasal 109 ayat 6 Undang-undang no.25 tahun 1997. 

adalah meliputi : 

a. Upah minim um . 

Penetapan upah m1mmum in.i diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup 

bagi peke~j a dan keluargar.ya. Tata cara penetapan, j enis komponen d:li1 

ketentuan mengenai besarnya upah mini mum ditetapkan oleh rnen teri tenaga 

ker:ja. Dan dalam hal upali di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha d-an pekerja. 

b. Upah kerja lembur. 

Sebagai 111.ana telah dijelaskan dalam sub b::tb sebelumnya bahwa untuk 

menghindari adanya eksploitasi tenaga pekerja, maka riibuat kesepakatan 

tentang waktu kerja. Akan tetapi bilamana karena keadaan tertentu pekerja 

harus melakukan pekerjaan di Jnar jam kerja, maka pengusaha vvajib 

membayar upah di luar jam ke1:ia atau upah kerja lemour. 

c. Upah tidak masuk kerja karena sakit. 

Pada dasarnya upah tidak dibayar apabil a pekerja tidak n1elak ukan pekerj aan 

Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pekerja sakit men uru1 

keterangan dokter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Dalarn hal ini 

meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan, pengusaha tetap wa ji b 

membayar upah pekerja karena terj adinya kondisi di mana yang bersangku tan 

tidak melakukan pekerj aan bukan akibat yang di sengaja atau kesalahannya 

d. Upah tidak mas uk ke1j a karena melakukan kegiatan lain di luar pekerj aannya. 

_:; l) 
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Pekerja yang tidak masuk kerja karena melaskukan kegiatan lain ·di luar 

peke1jaanya misalnya melaksanakan fungsi sebagai pirnpinan serikat peker.1a 

yang tel ah di sepakati oleh pimpinan perusahaan , melaksanakan tu as ·n~gara 

~~; . :\..., 1:.~m , 

clan kewaiiban bela negara. Dili:kukannya kegiatan _menjalb ' f,~· ' [ . 
te rhadap negara tersebut t1dak mengurangt hak pekel)a unt~\~~'ioJ!~>$' 
apabila : 'i',,~Jl.-41; · 

Negara tidak melakukan pembayarar., atau 

Negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja sehingga 

pengusaha wajib membayar kekurangannya. 

e. Upah karena menjalankan hak walctu istirahat kerj anya . 

Waktu istirahat adalah hak pekerja sete lah beberapa saat rnelaksanaknn 

pekerjaannya sesuai dengan jam keija yane telah ditetapkan. Karena 

merupakan hak peke1ja untuk istirahat maka upah selama menjalankan waktu 

istirahat hams tetap diberikan. 

C. Pemberian Cuti Bagi Pekerja. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelurnnya, di mana pengusaha 

wajib melaksanakan ketentuan wakt u kerja sesuai dengan peraturan perumlang-

undangan, di samping adanya kesepakatan dengan pekerj a tentang waktu ke rja dan 

waktu istirahat. Dengan adanya waktu kerja dan walctu istirahat yang jelas akan 

rn enjadi jelas pula kapan saatnya bekerja dan kapan saatnya istirahat. Waktu kerja 

adalah waktu di mana pekerja melaksanakan kew~jibaanya yaitu beke:rja, sedangkan 

waktu istirahat adalah hak pekerja untuk berhenti sementara dari kegiatan pekerjaan . 
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Waktu istirahat ini penting bagi pekerja untuk memuli hk~n tenaga setelah beberapa 

saat rnelaksanakan pekcrj aan dan memberi kesempatan kepada pekerja untuk 

mciakukan sesuatu di luar peke~jaannya seperti makan/minum, melaksanakan ibadah 

scrta kegiatan Jainnya. 

Setelah dijeiaskan pada sub bab terdahulu pula bahwa waktu istirahat 

bermcam-macam. Ada waktu istirahat antara jam kerj a, waktu ist irahat mingguan, 

waktu istirahat tahuna11 . Waktu istirahat tahunan sebagairr.ana dinyatakan dalain 

pasal 102 ayat 2 butir c Undang-Undang no.25 Tahun 1997 adalah sekurang

kurangnya 12 (dua belas) hari kerja untuk 6 (cnarn) hari kerja untuk 1 (satu) minggu, 

atau sepuluh hari kerja untuk lima hari kerja dalam satu minggu, setelah pekerja yan~ 

bersangkuta.n bekerja selama dua belas bulan secara terus-menerus. Wahu istiraha1 

beberapa hari lamanya sehingga tidak bekerja biasa disebut dengan istilah cuti 15
), dan 

secarn umum dikenal dengan cuti tahunan. 

Seiain waktu istirahat se1arna dua belas hari kerja atau sepul uh hari ker_i ;1 

da lam satu tahun atau biasa disebut cuti tahunan yang merupakan hak pekerja pn.1 

dan wanita, adapula hak cuti k1msus bagi pekerja wanita sebagaimana disebut dala11 

Pasal 104 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1997 bertmuHuru1 

yaitu: 

a. Hak istirahat pada hari pertama dan kedua waktu haid. 

b. Hak istirahat sattu bulan sebelum saatnya menurut perbitungan dokter/bidan akan 

metahirkan anak dan dua bulan sesudah rnelahirkan. 

W.JS Poerwadarminta, Op. Cit, hal. 218. 
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c. Hak i. tirahat selama sctengah bul an bi!a mengalami keguguran 

kandungan. Ketentuan tersebut di atas untuk 1nenjamin waktu istirahat bagi 

pekerja. wanita karena keadaan-keadaan te1sebut demi rnenjaga kesehatan dan 

keselamatan peke1ja wanita dan anaknya . 

Ditinjau dari segi kewajiban pekerja, maka istirahat beberapa hari atau cuti 

artinya pekerja tidak melaksanakan ]cewajibannya yaitu melakukan peke1jaan. Akan 

tetapi karena istirahat beberapa hari itu j uga merupakc.n hak pekerja setelah 

memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, maka hak pek rja pul ~t 

untuk tetap menerima upah selama menajalankan waktu cuti terseb ut. Karena pada 

dasamya selama mengambil hak cuti, peke~ja tersebut bukan tidak rnau beke1ja atm: 

akan mem utuskan hubungan ke1janya, tetapi setelah rncnj alanj hak cuti ia akan 

kembali melaksanaklln kewajibannya. Dengan demikian tidak ada lagi alasan. ball! 

pengusaha untuk tidak membayar upah atau mengurangi upah yang seharu'.111\., 

diterima pekerja yang menjalani hak cuti. Hal ini dipertegas dalam Pasal I ilh 

Undang-Un<lang No. 25 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa setiap pekeria y<ing 

menjalankan haknya untuk melaksanakan cuti, berhak mendapat upah pen uh. 

D. Jaminan Sosial Tenaga K~rja. 

Sebagai kewajiban peke1ja untuk melaksanakan pekerjaan , maka s<.:g<1h 

sesuatu yang menyangkut peker jaan beserta resiko-resik yang kemungkinan t imbid 

akibat peJ-erjaan tersebut akan dihadaµi oleh pekerj a. Untuk itu kemampuan, kealili;i 1; 

dan pengalaman pekerja sangat diperlukan guna mendukung kelancaran peke1j::wn 

yang dilakukan. Akan tetapi seringkali meskipun pekerja telah mengera hkan scgal a 
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kemampuannya dalam melaksanakan pekcrjaannya, pekerja menghadapi hambatan 

sehingga pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak selesai dike~jakannya 

bahkan akhirnya pekerja tersebut tidak mampu lagi melakukannya. Hal ini dapat 

disebabkan karena pekerja yang bersangkutan sakit, mendapat kecelakaan ketika 

sedang bekerja, menderita cacat akibat pekerjaannya atau karena sudah berusia Ian j ut 

Dengan kondisi yang demikian, ada kalany.a hubungan kerja dengan perusahaan 

dimana ia bekerja telah bernkhir dan ada kalanya hubungan ke1ja dengan perusahaan 

dimana ia bekerja telah telah berakhir daan ada kaJanya hubungan ke1janya 

diteruskan walaupun pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaan. 

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan pekerja pada saat melaksanakan 

peke~jaannya, maka menjadi hak peke:rja untuk mcndapatkan jaminan sosial, yai tu 

berupa pembayaran ganti rugi atau pembayaran lainnya akibat keadaan di luar 

kesalahannya sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dalam Undang

Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan dijelaskan pada Pasaal i 

butir 25 bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai 

berikut: 

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebaahagian dari peng':iasilan yang hilrtng 

atau berkurang_ dan pelayanan sebagai -akibat peristiwa atau keadaan yang dialam i 

oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, harni l, bersalain, hari tua da n 

meningga dunia. 

Dengan demikian jaminan sosial te:naga ke1ja pada hakekatnya rnemberikan kepastian 

berl an8sungnya arus penerimaan pcnghasilan keluarga sebagai µenggant i sebagian 
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atau seluruh penghasilan yang hi lang. Juga jaminan sosial tenaga kerja mempunyai 

beberapa aspek, antara Jain : 

Me;nberikan perlindungan dasar untuk: memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 

pekerja beserta keluarganya. 

Merupakan pengharga&n kepada pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan 

pikirannya untuk perusahaan tempat mereka bekerja. 

Adapun ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja menurut undang-undang 

No. 3 Tahun 1992 pasal 6, adalah sebagai berikut 

a. Jaminan kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerj a m:mpun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang di hadapi 

oleh pekerja ketika sedang melakukan peke~jaannya . Untuk menanggulan gi i111 

hilangnya sebahagian atau seluruh penghasHannya yang diakibatkan oich 

kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental , rnak<'. 

perlu adanya jaminan sosial tenaga kerja. 

b. Jaminan kernatian. 

Peke1ja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakihalh111 

terputusnya penghasilan dan sangat beerpengaruh pad~a kehidupan su:-.;:<1 

ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperl ukan jami 1rn11 

kematian dalam upaya meringankan beban ke1uarga baik dalam bentuk biava 

pemakaman maupun saantunan berupa uang. 

c. Jaminan hari tua. 

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya. upah karena tidak adalagi mamµu 

bekei:ja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kesusaha11 bag1 
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pekerja da n mempengaruhi ketenag::i an ke~ja sewaktu mereka masih bekeqa. 

terutama bagi mereka yaang berpenghasi!an rendah. jaminan hari tua memberi kan 

keapastian pcnerirnaan penghasilan yang dibayarkan sekali gus dan atau. berkala 

pada saat pekerj a mencapai usia pensiun atau telah rnernenuhi syarat-syara t 

tertentu sehingga ia tidak lagi bekerja. 

d. Jarninan pemeliharaan kesehatan. 

Pemeliharaan ke~ehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekcrj<1 

sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam ha! ini 

pengusaha berkewajiban mengadakan pernelibaraan kesehatan peker:ja yang 

meliputi upayc: peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyernbuhan 

(kurat if) dan pemulihan (rehabi litatif) . Dengan demikian dapat diharapk<:ln 

tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi produkti\ 

sebagai pem bangunan jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk pekerj~: 

bersangkutan j uga untuk keluarganya. 

Jaminan sosial juga dimaksudkan sebagai sarana untuk rneningkatk<•n 

kesejahteraan bagi peke1ja dan keJuarganya. Sebab apabila seorang peke.r:ja le lah 

bekerja beberapa larnanya, tetapi ddaam kehidupan nya selalu merasaakan kesuliLan 

dan tidak mcndapatkan kesejahteraan dar:i pekerjaannya, maka konsentrasi pekc;j:1 

dengan pekerjaannya semakin berkurang karenaa ia merasa pekerjaan yang 

dilakukannya tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Aµabil a hal dern iki<H1 

berianjut terus dapat mengurangi prnduktivitas pekerja dan pada akh irnya <tb1 

menganggu jalannya kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Untuk kepentin1_;a11 

peni ngkatan kesejahteraan pekerja tersebut, pengusaha waj ib rnenyediakan fasi li tas 
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kesejahteraan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 ayat ( l) Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1997, antara ]aian pe1ayanan kesebatan,pe::-wnahan pekerja, fasi litas 

beribadah, fasi litas olah raga dan fasiiitas kantin. Walaupun demikian upaya 

peningkatan kesejahteraan peke1ja disamping memperhatikan kebutuhan pekerja juga 

melihat kemampuan perusahaan. 
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BABV 

KESI!VlPUl.A.N DAN SARA1 T 

Salah satu tujuan pembangunan sebagaimana secara eksplisit tersebut p<ida 

pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka untuk mencapai 

tujuan itu senantiasa selalu ditingkatk:an. Indikator adanya penigkatan yang nae!;: 

gi I irannya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan yang mengi k 1;. 

sertakan rakyat. Hal ini di tandai dengan banyaknya industri yang rnenamp:.mg te :ag., 

ke:r:ja. Dan banyaknya temiga kerja yang dapat ditampung juga bclum cukup, npc1;1iL: 

telah diikuti dengan usaha peninBkatan kesejahteraan tenaga kerja tersebut. Deng.1 . 

demikian upaya-upaya perlindungan tenaga kerja ketika sedang dan sesudah beker_i~ 

bagi pekerja sangat diperlukan bagidemi tercapainya kesejahteraan pekerja yang pada 

akhimya dapat meningkatkan rakyat secara keselun.i.han. Adanya perlindungnar. 

hukum bagi pekerj a j uga berhubungan dengan rasa arnan bagi pekt:rja ketika sedarn~ 

bekcrja dan ha! ini meningkatkan produktivitas pekerja sehingga perusahaan scrnn ~;: i · 

berkcmbang. 

A. Kesimpulan 

a. Perjanj ian kerja baik secoi.ra tertulis atau lisan merupakan sarana yan:; 

m.engikatkan pekerja dan pengusaba dalam suatu proses kegiatan, di rnana 

pekerja dan pengusaha beersepakat menjal in hubungan kerjr. . 

b. Pe1janjian yang kerja dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh kedua belah 

pihak , yaaitl! pekerja dan pengusaha adalah lebih baik daripada perjanji<rn 
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kerja dalam bentuk lisan. Perjanjian ke1ja dalam bentuk tertulis · akan 

memberikan kepastian karena pemyataan-pemyataan kedua belah pihak 

secara tegas. dan jelas dinyatakan tertuli s dan perjanJ ian secara tertulis 

memberikan manfaat apabila terjadi persehsihan antara kedua belah pihak. 

c. PT. Chakra Compact Aluminium sebagai perusahaan yang banyd~ 

menarnpung tenaga kerja setelah berusaha rnelaksanakan perlindungan huk um 

bagi seluruh tenaga kerjanya sesaai dengan Ondang-undang Nomor 2.5 Tahun 

1997 tentang Ketenagake1jaan dan lJndang-U11dang Nomor 3 Tahun 199~ 

tentang jaminan sosial tenaga kerja. 

d. Perjanjian untuk pemborongan kerja itu hams semula diJakukan oleh 

pemborong dengan yang mcmborongkan sehingga mcnimbulkan suatu 

perikatan antara ssi pemborong dengan yang memborongkan sehingga 

timbullah hak dan kewajiban. 

e. Hubungan industri al Pancasila itu merupakan suatu konsep atau lebih dikena l 

dengan scbutan teori yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. 

Pada kenyataannya aspek-aspek yang mengatur dan ketentuan-ketentuan yo\il~{ 

melatar belakangi hubungan antara pengusaha dan pekerja pada tiap-tiap 

perusahaan berbeda sehingga hubungan ker:ja yang rnelatar belakangi 

pembuatan kesepakatan kerja bersama berbeda juga. Maka dalam hal ini 

tersebut penerapan komep hubungan industrial Pancasi la harns marnpu 

disadari dan dibuat dengan 1andasan kepentingan masing-masing, pihak baik 

pengusaha maupun pekerja sehingga effektivitas produktivitas dapat 

di tingkatkan dan perselisihan industrial dapat dikurangi jumlahnya. 
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f Hubungan industrial Pancasila mernpunya1 sarana-sarana dalarn 

perwujudannya diteugah hubungan antara pengusaaha dengan pekerja yaitu 

dalam bentuk : 

a. Kelembagan kerjasarna Bipartite 

b. Kelembagan kerjasa!na Tripartite 

c. Kesepakaatan kerja bersama (KKB) 

d. Peraturan Perundang--undangan ketenaga ke1jaan 

e. Pimbinaan secara terns menerus. 

B. Saran 

a. Perjanj ian kerja antara pekerja dengan pengusaha sebaiknya dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak elah pihak agar dapat 

disebutkan secara tegas dan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

b. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dan jaminan keselamatan temgZi 

kcrja yang telah diu payakan agar terns menerus ditingkatkan dalarn kondisi 

dan situasi perusahaan bagaimauapun juga. 

c. Jalan musyawarah dan atau pendekatan individu adalah cara yang terbaik 

yang perlu dipertahankan dalam penyelesaian setiap masalah yang timbul 

dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan antara peke1j a dan 

pengusaha. 
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d. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan industrial Pancasila yang dilakukan 

secara rnusyawarah antara pekerja dengan pengusaha hendaknya dapat 

dibudayakan sehingga perselisihan yang ada tidak berlarut-larut sedemi kian 

lama dan tidak memakan biaya yang banyak dan tidak menggan ggt: 

efektivi tas perusahaan. 

e. Fungsi Tripartite dan Bipartite lebih diti ngkatkan dengan jalan 

mengintensifkan · ker ja lembaga ini seperti membentuk dananya n!et. 

Pemerintah daerah. 
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